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Tesisini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan
Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi 1Imiah). Keberadaan perjanjian kerjasamaini
dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam rangka menyebarluasan dan
peningkatan pemahaman HK| serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi HKI.

Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antaralain
faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan
kerangkatersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan
wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan
Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI yang berjumlah 35 orang sehingga penelitian ini
disebut penelitian populasi, sedangkan untuk wawancara yaitu dengan key informant yang berkompeten
dibidangnya. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, pedoman wawancara, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara
Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi 1Imiah belum berhasil
dengan baik. Terbukti dari hasil kuisioner dan wawancara yang berhasi| dikumpulkan ketahui bahwa
komunikas yang terjalin antara pejabat eselon dan staf pelaksana di bawahnya masih kurang terjalin dengan
baik. Sumber daya yang ada sudah mencukupi tetapi masih diperlukan diklat teknis mengena HKI. Selain
itu tingkat pencapaian sasaran yang ada masih kurang. Untuk sikap pelaksana, muncul permasalahan adanya
kecendrungan staf menjadi pasif dan sekedar menunggu perintah, kualitas pelaksanaan juga masih perlu
ditingkatkan. Dan terakhir, koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan Perjanjian
Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi
IImiah tentang dokumentasi dan penyebaran informasi HK| berhasil dengan baik. Oleh karenaiitu, perlu
diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.
<hr>

Thisthesis studied analysis of factors influencing the implementation of Memorandum of Understanding
(MoU) between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center
(Pusat Dokumentasi dan Informasi IImiah) on intellectual property rights (IPR) information dissemination
and documentation. The objective of thisMoU are to support the work of both partiesin Based on the above
mentioned matters, there had to be things to be done in implementing the policy of MoU between
Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center on IPR
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information dissemination and documentation. Therefore, both parties should paid attention to those four
factors. communication, resources, attitudes and organizational structure.disseminating and increasing the
public understanding on IPR and to give public an easy access to IPR information.

Based on the experts opinion, the influencing factors in implementing a policy are: communication,
resources, attitudes and organizational structure. This research used those factors. Thisresearch is
descriptive research, using survey and questionnaire. The population and samplein this research were all of
35 staffs of Directorate of Cooperation and Development, Directorate General of Intellectual Property
Rights, therefore this research is called population research, and for interviews, it used the competent key
informants. Instruments used in this research were questionnaire, interviews and literature.

In general, the result of this research showed that the policy implementation of MoU between Directorate of
Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center has not yet well-succeeded. It
could be seen from the returned questionaires and conducted interviews that the communication between
echelons and staffs were not good. The resources were appropriate but they still needed technical training on
IPR. Another factor was the lack of goal achivement level. For attitude of staffs, there was tendency that
they become passive and waited for instruction, and they had to increase their quality. And last but not least,
the increase of coordination and structural beaurocrates.



